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Relokasi Tahap Kedua Dimulai  

Disperindagkop Dahulukan 88 Pedagang 

 

     

    Sumber gambar :Kaltimpost.co.id   Rabu,19/06/2024 

 

Tahap kedua relokasi pedagang Pasar Tangga Arung mengalami perubahan rencana. 

Disperindag Kukar akan merelokasi 88 pedagang terlebih dahulu. Total sebanyak 344 

pedagang yang akan direlokasi.  

TENGGARONG – Sebanyak 88 pedagang ini direlokasi ke Pasar Gerbang Raja 

Mangkurawang lantaran terdampak langsung proses pembangunan yang dilakukan 

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar. Dan sisanya akan berpindah juga secara bertahap. 

Untuk menyampaikan relokasi ini, Disperindag Kukar melakukan sosialisasi dengan 

ratusan pedagang Pasar Tangga Arung pada Jumat (14/6) malam.  

Kepala Disperindag Kukar Sayid Fathullah mengatakan relokasi ke Mangkurawang 

akan mulai dilakukan secara bertahap selama 20 hari ke depan. Sayid menyebut seluruh 

pedagang mendukung percepatan pembangunan pasar semi modern ini. Hingga kini, 

Dinas PU Kukar juga menyiapkan Pasar Mangkurawang II yang menjadi lokasi 

sementara para pedagang selama pembangunan.  

“Jadi yang relokasi ini 88 pedagang dahulu, secara bertahap sisanya akan berpindah 

juga. Sambil Dinas PU Kukar menyiapkan listrik dan sarana airnya biar nyaman dan 

representatif bagi pedagang,” jelas Sayid. 

Meski relokasi ini mengalami perubahan kecil di rencananya, namun Sayid pastikan 

semua akan sesuai dengan rencana. Pihaknya akan mengikuti linimasa pembangunan 
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yang dilakukan Dinas PU Kukar.  Relokasi tahap pertama di eks Lapangan Pemuda, dan 

tahap kedua tetap di Pasar Gerbang Raja Mangkurawang.  

Saat ini, Dinas PU Kukar terus melangsungkan percepatan pembangunan sesuai tahapan 

mereka. Dan relokasi bertahap juga dilakukan Disperindag Kukar untuk menyesuaikan 

arus pembangunan tersebut.  

Sayid menyebut saat ini pihaknya memberikan tenggat waktu selama 20 hari ke depan. 

Berarti, sebelum tanggal 10 Juli seluruh 88 kios pedagang harus sudah kosong untuk 

kelancaran pembangunan lanjutan. Sayid turut menjawab beberapa aspirasi dan keluhan 

dari pedagang selama sosialisasi. Yakni, keresahan mereka bahwa relokasi akan 

membuat dagangan sepi.  

Untuk itu, Sayid meminta mereka mengimbangi penjualan melalui pasar online. Karena 

fenomena perdagangan online saat ini menjadi faktor utama masyarakat jarang ke pasar. 

“Kami minta mereka (88 pedagang) kosongkan kios sebelum 10 Juli. Sisanya nanti 

sebanyak 256 juga akan direlokasi secara bertahap,” tutup Sayid.  

Sementara itu, Ketua Forum Pedagang Pasar Tangga Arung Muhammad Matrosit 

mengatakan pada dasarnya para pedagang tidak ada yang menuntut banyak sekalipun 

menolak. Forum bersama Pemkab Kukar ini sendiri bertujuan untuk mengumpulkan 

aspirasi dan keluhan para pedagang. Dan pada dasarnya, ia menegaskan bahwa 

pedagang mengikuti rencana relokasi ini. Sekalipun ada keluhan, ia akan mengawalnya 

ke dinas terkait.  

“Teman-teman pedagang hanya menuntut disediakannya tempat yang representatif 

untuk relokasi ini. Mereka juga berharap pembangunan ini berjalan lancar. Karena kalau 

pembangunan ini tertunda, mereka takut akan mangkrak dan yang dirugikan adalah 

teman-teman pedagang juga,” tegasnya. (moe/qi/kri) 

 

Sumber berita:  

1. Kaltim Post, Relokasi Tahap Kedua Dimulai Disperindagkop Dahulukan 88 

Pedagang, 19/06/24 

  

Catatan: 

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 

2024 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota untuk Melaksanakan Kegiatan 

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui 

Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024,  pembangunan/revitalisasi sarana 

perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan 

sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana 

perdagangan. 
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2. Dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional diatur sebagai berikut:  

(1) Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk 

pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar 

tradisional.  

(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan dengan pola bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerja 

sama pemanfaatan lainnya.  

   

  


